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BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR    277  TAHUN  2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PADA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

Menimbang   : a.   bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 77
Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan
Daerah  dan  Peraturan  Bupati  Mimika Nomor  43  Tahun  2023
tentang     Tata     Cara     Penganggaran,      Pelaksanaan     dan
Penatausahaan,   Pertanggungjawaban   dan   Pelaporan   Serta
Monitoring   dan   Evaluasi   Hibah   dan   Bantuan   Sosial  Yang
Bersumber dari APBD;

b.   bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah,
pemberian  hibah  dan  bantuan  sosial  yang  bersumber  dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan secara
transparan    dan    akuntabel    sesual    ketentuan    peraturan
perundang-undangan;

c.   bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
pada   huruf   a   dan   huruf   b,   perlu   menetapkan   dengan
Keputusan Bupati.

Mengingat:      1.    Undang-Undang Nomor 45 Tahun  1999  tentang pembentukan
Propinsi   Irian   Jaya   Tengah,    Ptopinsi   Irian   Jaya   Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan  Kota  Sorong  (Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Tahun  1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) ;
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2.   Undang-Undang   Nomor   21   Tahun   2001    tentang   Otonomi
Khusus   Bari   Provinsi   Papua   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2001    Nomor    135,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik   Indonesia   Nomor   4151)  sebagaimana telah
diubah    beberapa    kali    terakhir    dengan    Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021  tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang   Nomor   21   Tahun   2001   tentang   Otonomi   Khusus
Bagi  Provinsi  Papua  (Lembaran  Negara  Republik     Indonesia
Tahun 2021  Nomor 155, Tambahan I.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697) ;

3.   Undang-undang    Nomor    30    Tahun    2002    tentang    Komisi
Pemberantasan   Tindak   Pidana   Korupsi   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun    2002    Nomor    137,    Tambahan
Lembaran      Negara      Republik      Indonesia      Nomor     4250),
sebagaimana telah diuhah dengan Undang - undang Nomor 19
Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana  Korupsi  (Ilembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun
2019    Nomor    197,   Tambahan   I,embaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6409) ;

4.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah   (I.embaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5587),   sebagalmana  telah  diubah  dengan  Undang  -
Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang -  Undang Nomor 2 Tahun  2022
tentang  Cipta  Kelja  menjadi  Undang  -  Undang  (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor 41,  Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

5.   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2022   tentang   Hubungan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
(I.embaran      Negara      Republik      Indonesia      Tahun      2022
Nomor  4,   Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Nomor  6757);

6.   Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2022  tentang Pembentukan
Provinsi  Papua  Tengah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan I.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor  6804);

7.   Peraturan    Pemerintah    Nomor     12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tchun 2019 Nomor 42, Talnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322) ;

8.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  5  Tahun  2022
tentang     Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
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10. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  11  Tahun  2023
tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 10);

11. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor   1  Tahun  2025
tentang     Anggaran      Pendapatan      dan      Belanja     Daerah
Tahun  Anggaran  2025  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Mimika
Tahun 2025 Nomor 1);

12. Peraturan  Bupati  Kabupaten  Mimika  Nomor  40  Tahun  2023
tentang     Tata     Cara     Pengganggaran,     Pelaksanaan     dan
Penatausahaan,    Pertanggung).awaban   dan    Pelaporan    serta
Monitoring  dan  Evaluasi  Hibah     dan  Bantuan  Sosial  yang
bersumber dari APBD;

13. Peraturan  Bupati  Kabupaten  Mimika  Nomor  2  Tahun  2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun   Anggaran   2025   (Berita   Daerah   Kabupaten   Mimika
Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSRAN :

Menetapkan     :

KESATU Pemberian  Hibah  Barang  Milik  Daerah  pada  Bagian  Umum
dan   Perlengkapan    Sekretariat   Daerah   Kabupaten   Mimika
Tahun    Anggaran    2025,     sebagaimana    tercantum    dalam
hampiran   yang   merupakan   bagian   tidak   telpisahkan   dari
Keputusan ini.

KEDUA             :     Hibah   Barang   Milik   Daerah   sebagaimana   dimaksud   pada
Diktum  KESATU   Keputusan  ini  adalah  Program  Penunjang
Urusan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mimika pada  Kegiatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah;

KETIGA Segala  biaya  yang  diperlukan  sebagai  akibat  ditetapkannya
Keputusan     ini     dibebankan    pada    Anggaran   Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten  Mimika  Tahun 2025;

KEEMPAT       :       Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  Timika
pada tanggal,  28 Agustus  2025

BUPATI MIMIKA,
ttd

joHANNEs RETroB
Salinan sesuai dengan aslinya
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.   Gubemur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3.   Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4.   Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5.   Inspektur lnspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6.   Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7.   Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8.   Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab.Mimika di Timika;
9.   Yang bersanckutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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Nomor   277  Tahun  2025
Tanggal, 28 Agustus  2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PADA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO KEGIATAN /  PEKERJAAN HIBAH VOL SATUAN JUMLAH PENERIMA HIBAH

1
Belanja Hibah Kendaraan Bermotor

1 Unit Rp.      497.000.000 KOMANDAN SATUAN RADAR
(Mobil Inova Zenih 2.0 G CVT (Premium Color) 243 TIMIKA

BUPATI MIMIKA,
ttd
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